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ABSTRAK 

 

Aktifitas seksual anak remaja sangat memprihatinkan, karena telah mengarah 

kepada tindak kriminal yang melanggar ketentuan undang–undang hukum pidana. 

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ini terjadi karena banyaknya pengaruh 

dari budaya asing yang masuk ke tanah air. Selain itu juga lemahnya sistem 

perundangan untuk menjerat pelaku. Dalam Islam melakukan pelanggaran terhadap 

pelecehan seksual itu merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga 

menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual. 

Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul: 

“Fomulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan 

Hukum Pidana Islam”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum 

pidana Islam, 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam  

Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan 3) Bagaimana sanksi pidana 

pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, di mana data-data yang 

dipakai adalah data kepustakaan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan penulis 

adalah perundang-undangan, sedangkan menganalisis, penulis menggunakan metode 

deduktif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bersetubuh dengan wanita di bawah 

umur hal ini dirumuskan pada pasal 287 KUHP, apabila korban mengakibatkan luka-

luka hal ini dirumuskan pada Pasal 288 KUHP. Perbuatan cabul, yakni diatur 

dalam Pasal 289-296 KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak, pelecehan seksual dengan kekerasan  dirumuskan pada pasal 76D 

dan perbuatan cabul dirumuskan pada Pasal 76E. Dalam Hukum Islam tindak pidana 

pelecehan seksual, seperti pencabulan merupakan jarimah ta‟zir, karena dalam hal ini 

jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tidak diatur didalam al-Quran 

dan al-Hadis sebagaimana jarimah had. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai 

kesalahan. Pelecehan seksual yang berbentuk kekerasan diluar perkawinan diatur 

dalam KUHP Pasal 285 diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam pasal 76D. 

Pertanggungjawaban pidana dengan pencabulan diatur didalam KUHP pada Pasal 289  

dan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hukum Islam, 

pertanggungjawaban hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang 

tersebut sudah mukallaf. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur hukuman 

yang harus dipertanggungjawabkan itu berbentuk jarimah ta’zir karena berkaitan 

dengan kehormatan. Didalam KUHP pelaku pelecehan seksual ini dapat dikenakan 

sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP. Dalam hal persetubuhan diatur 

dalam pasal 287-288 dan pencabulan pasal 289-294. Didalam undang-undang nomor 

35 tahun 2014 sanksi bagi persetubuhan diatur dalam pasal 81 dan pencabulan pasal 

82. Dalam hukum Islam sendiri bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah 

ta’zir. Hukuman ta’zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid.  

 

Kata Kunci: pelecehan seksual, perspektif hukum positif & hukum islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan 

Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan di dunia nyata, namun juga 

merambah ke dunia maya sebagai tren baru kejahatan seksual serta adanya pengaruh 

dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. 

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan 

merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan oleh kemajuan jaman. Kemajuan 

teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat 

diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman. 

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memiliki dampak positif maupun dampak 

negatif. Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar negara juga lebih 

terasa pengaruhnya. Dampak yang lebih terlihat adalah budaya, moral, dan sosial 

masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kaum remaja. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu kreativitas dari manusia itu sendiri dalam menerima dan 

menghadapi kemajuan ini, sehingga tidak terbuai olehnya dan ia pun maju sesuai 

dinamika zaman. 

Akhir–akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual tidak hanya 

sesama remaja tapi juga terjadi pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan 

pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh 

korbannya sendiri. Bila kita cermati lebih detail lagi yang sering menjadi korban 

pelecehan seksual adalah kaum hawa atau kaum perempuan, perempuan sering 

dilecehkan secara seksual karena ketidakberdayaannya, yang selalu berada di bawah 

kekuasaan kaum laki-laki. Namun ada juga yang berpendapat korban pelecehan 

1 
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seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja, tapi ada juga korban 

pelecehan seksual ini terjadi pada kaum laki-laki sesuai dengan pendapat dari 

Beuvais, tapi menurut pendapat khaeruddin yang lebih sering dijadikan korban 

pelecehan seksual hanya kaum perempuan. Artinya, pelecehan seksual ini terjadi 

karena kaum laki-laki sangat memiliki kekuasaan dan kedudukannya di mata 

masyarakat, sedangkan kaum perempuan dipandang hanya sebagai pemuas atau 

pelampiasan hawa nafsu belaka.  

Baru–baru ini banyak sekali kasus pelecehan seksual  seperti kasus sodomi, 

pencabulan, pemerkosaan, dan lain-lain. Faktor penyebab terjadinya pelecehan 

seksual ini terjadi karena banyaknya pengaruh dari budaya asing yang masuk ke tanah 

air. Selain itu juga lemahnya sistem perundangan untuk menjerat pelaku. 

Di Indonesia sendiri masih lemah dalam sistem perundangan dalam 

menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Sehingga masih banyak para pelaku 

yang melakukan kekerasan seksual baik terhadap anak di bawah umur maupun sudah 

dewasa. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak  dibawah umur biasanya 

adalah orang–orang yang dikenal korban, bahkan kadang orang terdekat korban, hal 

yang serupa terjadi pada sama-sama remaja juga, biasanya dikenal oleh korban 

bahkan orang yang terdekat dengan korban, seprti kekasihnya sendiri yang di paksa 

melakukan hal yang tidak sewajarnya untuk dilakukan. 

Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah adanya 

pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-

gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya 

buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan 

dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya. Akibatnya banyak terjadi 

penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja. 
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Aktifitas seksual anak remaja sangat memprihatinkan, karena telah mengarah 

kepada tindak kriminal yang melanggar ketentuan Undang–Undang hukum pidana. 

Perilaku seksual anak bukan masalah yang baru lagi di kalangan masyarakat. Perilaku 

seksual tersebut sangat mengganggu keamanan dan  ketertiban umum terutama orang 

tua dan masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak sangat memerlukan perhatian 

khusus dari pemerintah. Oleh karena itu jika seorang anak melakukakan tindak pidana 

maka si anak juga diberi sanksi terutama pada tindak pelecehan seksual. Anak yang 

bisa dijatuhi hukuman pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

(pasal 1 ayat 3 nomor 11 tahun 2012) Tentang Sistem peradilan pidana anak. Selain 

itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa  yang belum dewasa adalah anak yang 

belum berumur 16 tahun. Sedangkan berkaitan dengan anak yang menjadi korban 

pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 tahun.
1
 

 Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan 

seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut 

kebanyakan fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak dapat dikenai 

pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperkuatnya yaitu setelah si anak 

mencapai umur 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam 

Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 

tahun.
2
 

Perbedaan pendapat tersebut adalah hal yang wajar karena kedewasaan 

seseorang dapat dicapai pada usia yang berbeda-beda dan hal itu dipengaruhi kondisi 

sosial dan kultur masyarakat disekitarnya. 

                                                           
1
  Darwan Frinst. 1997. Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti). Hal. 3 

2
  A. Hanafi. 1976.  Asaa-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang). Hal. 370 
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Dalam hukum Islam anak yang di bawah umur tidak dikenakan  hukuman 

jarimah tetapi dalam Islam tetap diberi pengajaran berupa hukuman namun bukan 

hukuman pidana. Karena dalam Islam sangat memegang teguh prinsip kesamaan baik 

dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi dengan begitu 

jelas dan tegas. Karena didalam hukum Islam perlindungan kepada manusia berupa 

perlindungan martabat kemanusiaan, diantarannya adalah perlindungan terhadap 

agama dengan ancaman hukuman murtad, perlindungan terhadap kehormatan darah 

dengan mewajibkan qishos dalam pembunuhan yang sengaja, perlindungan terhadap 

harta dengan ancaman hukuman potong tangan bagi pencuri dan seterusnya. Dengan 

ketentuan tersebut maka jiwa, raga dan kehormatan manusia akan tetap terjaga. 

Perlindungan terhadap anak dibawah umur sudah ada sejak dahulu, karena 

anak adalah masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 

perlindungan dari kejahatan seksual, kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 

kebebasan. Bahkan dalam Undang–Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Anak dijelaskan bahwa meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada 

anak. Dalam undang–undang tersebut juga diterangkan ketentuan pidana bagi orang 

yang melakukan pelecehan terhadap anak. Namun dalam kenyataannya masih sangat 

lemah dalam menangani kasus tersebut. 

Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya perkosaan maupun 

pelecehan seksual tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan maupun pelecehan 

seksual tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, 

tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun 
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secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan 

dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: faktor intern, dan faktor ekstern. 

Faktor intern yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya 

gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks 

abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. 

Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung 

melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di 

hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Dia juga lebih 

menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal 

mengendalikan nafsu seksualnya sehingga terjadi kehamilan diluar perkawinan atau 

terjadi luka berat maupun ringan bagi kobanya. Hasrat seksualnya yang cukup besar 

tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. 

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika 

seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala 

kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan 

cenderung lebih mudah melakukan kejahatan, jadi jika moral seseorang lemah maka 

dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa saja. Adanya 

moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. 

Padahal islam sudah mengatur segala hal yang sangat di hajatkan oleh masyarakat. 

Yang didalamnya antara lain memuat masalah-masalah ibadah, muamalah, 

munakahat, jinayat, dan jihat yang kesemuanya itu telah diatur sedemikian rupa untuk 

kemaslahatan hidup manusia. 

Sedangkan dari faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus–kasus kejahatan 

kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Suatu kenyataan 

yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 



6  

  

 

 

teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap 

kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab 

seseorang melakukan  kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang 

sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap 

selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang 

diperoleh. Serta dari pengaruh–pengaruh luar lainnya.
3
 

Selain dari orang tua, lingkungan dan Negara juga telah lalai dalam 

memberikan jaminan kepada perlindungan anak, dengan maraknya pornografi 

dilingkungan masyarakat saat ini menjadi bukti bagaimana syahwat seseorang 

dibiarkan begitu saja. Akibatnya para pelaku masih  banyak yang berkeliaranan di 

luar sana yang mengancam keamanan anak-anak. Ringannya hukuman bagi pelaku 

juga menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menjamin keamanan dari anak–anak. 

Hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku 

masih bisa melakukan perbuatannya tersebut suatu hari nanti dan justru bisa 

bertambahnya korban–korban. 

Dalam kamus hukum pada bab kejahatan kesusilaan tidak ada istilah 

pelecehan seksual, disana hanya ada istilah pemerkosaan, persetubuhan, perzinaan, 

perbuatan cabul dan lain sebagainya. Perbuatan pelecehan seksual ini dapat dikenakan 

sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP mengenai perbuatan kejahatan 

kesusilaan. Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan 282; 

Perkosaan (Pasal 285 KUHP); Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak 

berdaya (Pasal 286 KUHP); Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 

                                                           
3
 Lukman     Hakim 

Nainggolan,Http:///Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/18417/1/Equfeb2008 

13%20%282%29.Pdf , Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2017 
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288 KUHP); Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP); Berbuat cabul dengan orang yang 

pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP); Berbuat cabul dengan sesama jenis 

kelamin yang masih di bawah umur (Pasal 292 KUHP); Membujuk untuk berbuat 

cabul pada orang yang masih belum dewasa (Pasal 293 KUHP); Berbuat cabul 

dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang 

belum dewasa (Pasal 294 KUHP); Pegawai Negeri, Dokter, Guru, Pegawai, Pengurus, 

Pengawas atau Pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, lembaga 

sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya 

(Pasal 294 KUHP); Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum 

dewasa (Pasal 297 KUHP); Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita 

dan menjadikannya sebagai pencaharian (Pasal 506 KUHP). 

Bagi pelaku tindak kekerasan seksual/pelecehan seksual terhadap anak di 

bawah umur umumnya dijerat dalam pasal 81 dan 82 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

dengan hukuman paling lama 15 tahun  dan paling singkat 5 tahun dan denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).. Namun  pada kenyataannya para 

hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Sehingga menimbulkan 

kerusakan bagi masyarakat dan kehidupan dari masyarakat. 

Dalam Islam melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di 

bawah umur maupun pelakunya sesama dewasa itu merupakan dosa besar dan haram 

hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan 

seksual terlebih pada pelakunya adalah orang dewasa yang melakukannya kepada 

anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena 

itu, anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. 
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Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena 

perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau 

menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkanya.
4
 Dalam 

hukum Islam tentang perilaku kejahatan seksual/pelecehan seksual ini belum diatur 

secara tegas. Karena pembahasan dalam Al Qur‟an maupun Hadist, dengan demikian 

ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. 

Hukuman tersebut berbentuk ta’zir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman 

mati, jilid, denda, dan lain-lain. Hukuman ta’zir yang dikenakan kepada pelaku 

pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu 

disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan.  

Di dalam Al Qur‟an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan 

seksual dan pemerkosaan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra‟ ayat 32: 

ًاَِإًِهَُِكَاىَِفاَحِشَحًِوَسَاءَِسَثيِلاِ) (٢٣وَلاِذقَْشَتىُاِالضِّ  

Artinya : 

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 

yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa‟: 32) 

Surat An-Nur ayat 2 juga disebutkan: 

ٌْهُوَاِهِائحََِجَِ ٌْرنُِْذؤُْهٌِىُىَِتاِلَلَِِّالضَاًيِحَُِوَالضَاًيِِفاَجْلذُِواِكُلَِوَاحِذٍِهِ لْذَجٍِوَلاِذؤَخُْزْكُنِْتهِِوَاِسَأْفحٌَِفيِِدِييِِاَللِِّإىِِْكُ

ِ(٣وَالْيىَْمِِالآخِشِِوَلْيشَْهَذِْػَزَاتهَُوَاِطَائفِحٌَِهِيَِالْوُؤْهٌِيِيَِ)  

Artinya: 

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang 

dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan 

                                                           
4
 Rohan Colier. 1998. Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas, 

(Yogyakarta: Pt. Tiara Yogya). Hal. 4 
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hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 

sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2). 

Bukan hanya melarang mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan kita 

untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami, anak mereka, 

saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka.
5
  

Menurut Imam Mazhab perbuatan zina baik itu homoseksual maupun 

perbuatan zina lain merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Menurut Imam 

Maliki, Syafi„i, Hambali pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib dikenai 

had, had yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah 

dengan rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut 

Imam Hanafi di ta„zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan 

maka ia wajib dibunuh.
6
  Dari itu dalam syari‟at Islam setiap pelaku kejahatan 

perkosaan maupun pelecehan seksual selain di ancam dengan hukuman duniawi juga 

terdapat ancaman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan 

perbuatan yang di larang dan sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk yang 

mungkin terjadi, terkhusus tentang pelecehan seksual. 

Di Indonesia perkara yang berkaitan dengan kriminal dan  kejahatan 

kesusilaan diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP 

yang diadopsi dari hukum Belanda. Meskipun demikian, berkaitan dengan perkara 

pelecehan seksual  dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dinilai 

belum memadai, bahkan istilah pelecehan seksual tidak ditemukan dalam KUHP. 

Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan, 

terutama menyangkut rumusan tindak pidana ataupun deliknya.  

                                                           
5
 Surat An-Nur Ayat 30-31 

6
 Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2004. Fiqih Empat Mazhab, 

Terjemahan. „Abdullah Zaki Alkaf , (Bandung: Hasyimi), Hal. 259 
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Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, bergantung lingkungan sosial 

budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa kemasa selalu mengalami pergeseran. 

Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan 

mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak. Nilai anak bisa 

dilihat dari nilai historis, ekonomi atau transenden. Posisi nilai tersebut akan 

mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan anak, dalam perspektif perlindungan 

anak, tentulah anak dipandang sebagai amanah tuhan, sayangnya, pandangan ini 

semakin surut, sementara yang tumbuh dan berkembang adalah perlakuan eksploitatif 

terhadap, termasuk negara. Saatnya menajemen pemerintahan meninjau ulang 

prioritas-prioritas kebijakannya untuk memastikan setiap anak indonesia terlindungi 

dari kekerasan dan diskriminasi.
7
 

Jadi baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah harus lebih 

memperhatikan lagi mengenai keamanan terhadap anak–anak, serta melindunginya 

dari hal–hal yang tidak diinginkan. Karena anak–anak adalah generasi penerus 

bangsa, jika anak–anak sudah terancam keselamtannya maka bangsa ini tidak akan 

berkembang. 

Sampai saat ini kasus mengenai plecehan seksual semakin marak tidak hanya 

di lakukan oleh orang dewasa dan korbannya juga orang dewasa tapi juga dilakukan 

oleh orang dewasa kepada anak masih dibawah umur juga dijadikan sebagai 

pelampiasan nafsunya, tidak hanya sampai disitu tetapi juga  dikalangan masyarakat 

seringkali terjadi kasus tersbut, sehingga keamanan bagi anak–anak menjadi 

terganggu.  

                                                           
7
 Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa 

Pemidanaan, (Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi). Hal. 19 
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Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul: 

“Fomulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan 

Hukum Pidana Islam” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun dapat merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif 

dan hukum pidana Islam 

b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam  Hukum pidana 

positif dan hukum pidana Islam 

c. Bagaimana sanksi pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan 

hukum pidana Islam 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:  

a. Untuk mengetahui rumusan tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum 

pidana positif dan hukum Islam;  

b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam hukum 

pidana positif terkhusus didalam hukum pidana Islam  

c. Untuk mengetahui sanksi pidana pelaku pelecehan seksual dalam hukum pidana 

positif dan hukum pidana Islam.  

d. Untuk mengetahui perbandingan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum 

pidana positif dan hukum pidana Islam 
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D. Manfaat Penelitian 

  Adapun Manfaat Dari Penelitian Ini Adalah : 

a. Kalangan pribadi, untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum 

khususnya kajian mengenai pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan 

hukum pidana Islam.  

b. Kalangan akademis, menambah perbendaharaan keilmuan dalam bidang hukum 

positif dan hukum Islam. khususnya kajian mengenai pelecehan seksual baik 

secara teoritis maupun praktis dan sebagai masukan serta bisa menjadi referensi 

bagi masyarakat, dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa terlebih dalam hukum 

pidana Islam 

c. Kalangan umum, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang 

pelecehan seksual serta memberikan gambaran yang obyektif mengenai sanksi 

pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual baik dalam hukum positif 

maupun dalam hukum Islam.  

d. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan 

dalam mengetahui masalah pelecehan seksual terlebih dalam hukum pidana Islam 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diuraikan 

dalam skripsi ini, penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan yang 

secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab I membahas masalah pokok skripsi meliputi latarbelakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematiak penulisan 

skripsi. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

  Bab II berisi uraian teori-teori yang terkait dengan judul, berdasarkan pada 

bahan bacaan, dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian tindak pidana menurut 

hukum pidana positif, pengertian pelecehan seksual menurut hukum pidana positif, 

batas usia anak menurut hukum pidana positif, pengertian tindak pidana menurut 

hukum pidana Islam, pengertian pelecehan seksual menurut hukum pidana Islam, 

batas usia anak menurut hukum pidana Islam.  

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi 

ini yaitu antara lain jenis penelitian, bahan hukum, spesifikasi penelitian, metode 

pendekatan, dan metode analisa peneltian. 

BAB IV Penelitian Dan Pembahasan 

Dalam bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang 

dilakukan beserta pembahasannya, mengenai rumusan tindak pidana pelecehan 

seksual dalam hukum pidana positif,  rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam 

hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam hukum 

pidana positif, pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana 

Islam, sanksi pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif, sanksi pidana 

pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam, analisa perbandingan pelecehan 

seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif 

 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. 

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai 

berikut: 

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh 

peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang 

dengan ancaman pidana.
8
 

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam 

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan 

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.   

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya 

dikenakan hukuman pidana. 

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu 

pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan 

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 

kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang 

oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

Menurut doktrin, tindak pidana terdiri atas unsur Subyektif dan unsur 

Obyektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:
9
 

                                                           
8
 Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana, Azas-Azas Dan Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia, (Bandar Lampung: Universitas Lampung). Hal. 70 
9
 Dr. Leden Marpaung, S.H. 2009. Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana, (Jakarta; Sinar Grafika), 

Cet Ke VI. Hal. 9 

14 
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a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya 

yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Asas hukum pidana menyatakan 

“tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud disini 

adalah kesalahan yang diakinbatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada 

umumnya parapakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) 

bentuk, yakni: 

a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 

b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); 

c) Kesengajaan dengan keinsafan kan kemungkinan (dolus evantualis). 

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni; 

a) Tak berhati-hati 

b) Dapat menduga akibat perbuatan itu 

b. Obyektif adalah merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 

a) Perbuatan manusia, berupa: 

1. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif, 

2. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan 

yang mendiamkan atau membiarkan. 

b) Akibat (result) perbuatan manusia 

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-

kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemedekaan, 

hak milik, kehormatan dan sebagainya. 

c) Keadaan-keadaan (circumstances) 

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
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2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku 

dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu 

bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
10

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan 

pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum. 

B. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Positif 

 Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang.Dengan adanya  

pengaruh  dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Akhir–akhir 

ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan 

pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh 

korbannya sendiri. 

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi 

seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi 

sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan 

sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi 

ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat 

berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis 

                                                           
10

 Ibid, Hal. 10 
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kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih 

banyak, dan sebagainya.
11

 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu 

pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang 

rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan seksual berasal dari kata seks. 

Seks sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki–laki dan 

perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat sesuatu hal yang berkenaan 

dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan 

antara laki–laki dengan perempuan, serta hal–hal lainnya yang mengandung unsur 

yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.
12

 

Sampai saat ini pelecehan seksual semakin banyak terutama pelecehan seksual 

terhadap anak–anak di bawah umur. Pelecehan dan kekerasan seksual pada anak 

menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau 

perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, 

melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara 

nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, 

atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung 

jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah 

baik dari orang tua, pengasuh, dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan 

fisik, psikis, maupun mental yang termasuk di dalamnya eksploitasi, mengancam, dan 

lain-lain terhadap anak. 

                                                           
11

Http://Muklisandespar.Blogspot.Com/2014/04/Makalah-Pelecehan-Seksual-Didalam.Htm 

Diakses Tanggal 21 Mei 2017 
12 Depdikbud. 1996.  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet Ke-1,Hal. 
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Azevedo dan Viviane mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada 

anak: 

a. Kekerasan anak secara fisik. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, 

pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan 

benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada 

anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau 

kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. 

Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan 

rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, 

mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan 

terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak 

disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, 

buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang 

berharga. 

b. Kekerasan anak secara psikis. Kekerasan anak secara psikis meliputi 

penghardikkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, 

gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini 

umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, 

menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. 

c. Kekerasan anak secara seksual. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa 

perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui 

kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual 

secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi 

seksual). Pemukulan pada daerah -bokong‖ anak dapat menumbuhkan perasaan 

nikmat seksual secara dini. Mereka tidak dapat mengerti mengenai perasaan 
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tersebut. Setelah dewasa mereka melakukan keanehan seksual ini biasanya 

mereka mencari pelacur. Selain itu anak korban pemukulan merasa dirinya tidak 

berharga, karena terbiasa merasa sakit karena pukulan, anak-anak ini akan mudah 

menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak senonoh setelah dewasa, 

sehingga ia mudah menjadi korban pelacuran. 

d. Kekerasan anak secara sosial. Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup 

penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan 

perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses 

tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau 

tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak 

menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap 

anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak 

untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa 

memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan 

perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.
13

 

Kekerasan seksual meliputi: mencolek, meraba, menyentuh hingga 

melontarkan kata-kata berorientasi seksual pada anak-anak. Diperparah dengan 

tindakan pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan sejenisnya.
14

 Yuwono menyebutkan 

bahwa bentuk-bentuk kekerasan seks, sexual gesture (serangan seksual secara visual 

termasuk eksibisionisme, sexual remarx (serangan seksual secara verbal).
15

  Menurut 

Brison kekerasan seksual dapat bersifat verbal atau non-verbal yang disertai ancaman 

atau intimidasi, penganiayaan. Sampai pada pembunuhan. Menurut kategori 
                                                           

13
 Abu Huraerah. 2007. Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), (Bandung: Nuansa), Hal 48-

49 
14

 Anonim. 2004. Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ajarkan Anak Untuk Berkata: Tidak! 

Sinar- Harapan. Edisi: Sabtu, S13 Maret 2004. 
15

 Yuwono, I. D. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. 

(Yogyakarta: Pustaka Yustisi). Hal. 54 
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kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, ancaman perkosaan, percobaan 

perkosaan, perkosaan, perkosaan disertai kekerasan, perkosaan disertai pembunuhan, 

dan pemaksaan untuk melacur.  

Kekerasan seksual berdasarkan intensitasnya dikategorikan pada pelecehan 

seksual dan serangan seksual. Pelecehan seksual diberi batasan dari ringan sampai 

sedang, seperti siulan nakal, kedipan mata, gurauan atau olok-olok yang menjurus 

pada seks, memandangi tubuh mulai dari ujung rambut sampai mata kaki, pernyataan 

mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberi isyarat berkonotasi seksual, 

memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, 

meraba, dan mencubit. Sedangkan serangan seksual dikategorikan sebagai kekerasan 

seksual dengan intensitas berat. Serangan seksual berakhir pada hubungan seksual 

secara paksa. 
16

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-

bentuk kekerasan seksual pada anak meliputi: pelecehan seksual, serangan seksual, 

perkosaan, incest serta eksploitasi. 

C. Batas Usia Anak Menurut Hukum Pidana Positif 

Pada dasarnya yang dikatakan anak adalah mereka yang lahir dari rahim  

seorang perempuan meskipun perempuan tersebut tidak pernah melakukan 

pernikahan sekalipun tetap dikatakan anak. 

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang 

yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-

anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dbawah usia tertentu dan belum 

dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering 

kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak, sedangkan 

                                                           
16

 Kusmiran, E. 2011. Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita. (Jakarta: Salemba Medika).  
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pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah 

keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang 

melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal 

dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa 

suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan 

keturunannya. 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas 

sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang 

akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan 

buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. 

Dalam kontesk kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah aset, 

kekayaan yang tak terhingga. Merawat dan mengasuh anak dengan baik adalah 

sebuah “investasi” jangka panjang, yang akan menguntungkan berlipat-lipat bagi  

sebuah negeri pada masa yang akan datang, walaupun sang penanam aset mungkin 

tidak bis lagi melihat dan ikut menikmatinya.
17

 

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, tetapi disini hanya 

menjelaskan yang ada dalam undang-undang perlindungan anak, dan didalam hukum 

pidana yang berlaku pada saat ini. Pengertian anak tersebut yaitu : 

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir 

1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga 
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 Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa 
Pemidanaan, (Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi). Hal. 26 
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anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-

undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat 

pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak 

telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak 

angkat dan anak asuh. 

b. Pengertian anak menurut Hukum Pidana 

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman 

terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi 

yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang 

dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang 

subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana 

menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku 

menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya 

menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang 

baik. 

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana 

meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:  

a) Ketidak mampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana. 

b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang 

timbul dai lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk 

mensejahterakan anak. 

c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental 

spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. 

d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan, hak anak-anak dalam proses 

hukum acara pidana. Jika ditilik pada KUHP pasal 45 yang menyatakan anak 
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adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun. Alasan dalam KUHP 

menyatakan batasan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun, 

karena anak yang di bawah usia 16 tahun belum dapat mempertanggung 

jawabkan pidana.
18

 

Dengan maksud anak di bawah 16 belas tahun dapat dikatakan belum cakap 

hukum atau belum dapat mempertanggung jawabkan perbutan yang ia lakukan dan 

belum dapat  berfikir mana yang baik dilakukan atau buruk apabila ia lakukan.  

D. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam 

 Didalam hukum pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana biasanya 

didefenisikan dengan berbagai istilah seperti; al-jarimah, al-jinayah, al-janiyah, atau 

al-mukhalafah. Keempat istilah tersebut mempunyai kesamaan, yaitu sebagai bentuk 

tindakan melawan hukum.  

Imam al-Mawardi mengemukakan pengertian jarimah sebagai berikut:  

ٌْهَاِذؼََآلىَِاَللُِِّصَجَشَِِشَشْػِيحٌَِِهَحْظىُْسَاخٌِِألْجَشَائنُِِ  ِِِذؼَْضِسٍِِأوَِِْتحَِذٍِِػَ

“Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah 

dengan hukuman had atau ta'zir.”
19

 

Istilah lain untuk jarimah adalah jinayah. Abdul Qadir Audah juga mengartikan 

jinayah sebagai berikut:   

رَلكَِِِغَيْشِِِأوَِِْهَلٍِِأوًَِِْفَْسٍِِػَلىَِالْفؼِْلُِِوَقغََِِسَىَاءٌِِشَشْػًا،ِهُحَشَمٍِِلفِؼِْلٍِِاسِْنٌِِفاَلْجٌِآَيحَُِ  

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik 

perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.” 

 Adapun yang membedakan istilah tersebut adalah klasifikasi para ahli hukum 

terhadap setiap perbuatan yang dimaksudkan. 

                                                           
18 Muljatno. 1999. Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara), Cet. Ke-20  
19

 Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, 
(Jakarta: Sinar Grafika). Hal. 9 
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 Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah al-jinayah didalam 

mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara‟ aktif 

maupun tidak aktif (comision dan omision). Fuqaha ada yang memandang bahwa 

istilah al-jarimah bersinonim dengan istilah al-jinayah.
20

 

 Namun demikian, diantara fuqaha ada yang membatasi pengertian al-jinayah 

hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia, seperti; 

pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lain sebagainya. 

Diantara fuqaha juga ada yang membatasi pengertian al-jarimah hanya berkenaan 

dengan tindak pidana had dan qishos.  

 Istilah yang banyak dipakai oleh para fuqaha klasik adalah istilah jinayah, 

sehingga hukum yang membahas tentang pidana biasa diistilahkan dengan fiqih al-

jinayah. Sedang beberapa fuqaha kotemporer saat ini lebih sering menggunakan 

istilah jarimah didalam tulisan mereka tentang tindak pidana islam. Rupanya didalam 

memakai peristilahan biasanya tergantung kepada kecendrungan dan pemahaman para 

fuqaha tetang istilah tersebut.
21

 

Dalam Islam jarimah ditinjau dari hukumannya terbagi pada tiga bagian, yaitu 

jarimah huduh, jarimah qishash dan diat, jarimah ta'zir:
22

  

a. Jarimah hudud  

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. pengertian 

had Abdul Qadir Audah mengutarakannya sebagai berikut: 

ِِِحَقاًِّالْوُقذََسَجُِِهُىَالْؼُقىُْتحَِوَالْحَذِ  ذؼَآلىَِلِلََّ  

                                                           
20

 Abdul Qadir Audah (Selanjutnya Audah). 1968. Al-Tasyr’ Al-Jini’i Al-Islam, Muqtarana Bi Al-
Qan Al-Wa, ( Bairul: Dar Al-Turas). Hal. 66 

21
 Dr. Muahammad Tahmid Nur. M.Ag, 2016. Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan 

Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional, (Yogyakarta: Cv Budi Utama). Ed 1, Cet. 1. Hal. 
127 

22
 Wardi Muslich, Ahmad, 2005. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafik). Hal, 1  



25  

  

 

 

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan 

hak Allah ta’ala.” 

Hukuman ini telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal atau 

maksimal, hukuman ini tidak bisa lepas oleh perseorangan (orang yang menjadi 

korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara.   

b. Jarimah qishash dan diat  

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

qishash atau diat. Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah 

ditentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman had adalaha hukuman had 

merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat adalah hak 

manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan lainnya adalah hukuman qishash 

dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau 

digugurkan oleh korban bahkan keluarga, sedangkan hukuman had tidak bisa 

dimaafkan atau digigurkan.  

c. Jarimah ta'zir  

Jarimah ta'zir tindakan yang berupa pengajaran/pendidikan terhadap pelaku 

perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya, atau dengan kata lain, ta’zir 

adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Secara istilah 

ta‟zir didefenisikan oleh al-mawardi sebagai berikut:  

 وَالرؼّضِيشُِذؤدَْيةٌٌِػلىِرًُىُبٍِلنَِذشُشَعِفيهَِاِالحُذُودُِ

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang 

hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.
23
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 Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, 1966, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Dar Al-Fikr, Beirut), Hal. 
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Menurut bahasa, lafadz ta'zir berasal dari kara ِ(َػَضٌس)  yang berarti mencegah 

dan menolak, bisa diartikan juga mendidik, mengagungkan dan menghormati, 

membantunya, menguatkan dan menolong.
24

  Pada beberapa pengertian tersebut yang 

lebih relevan adalah mencegah, menolak dan mendidik. Seperti yang dikemukakan 

oleh Abdul Qadir Audah dan Wahdah Zuhaili, ta'zir diartikan sebagai pencegahan 

atau menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. 

Sedangkan ta'zir yang diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik 

dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian 

meninggalkan dan menghentikannya.  

Dari definisi  diatas bisa disebutkan bahwa ta'zir adalah istilah untuk hukuman 

atas jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditentukan oleh syara', sehingga 

hukuman ini bersifat mufawwadh (diserahkan) kepada kebijakan hakim yang 

berwenang. Saksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap suatu perbuatan melanggar hukum 

diterapkan dengan tahapan yang sudah ditentukan, yang mana larangan itu adakalanya 

dimulai dengan tahap yang bisa dianggap sebagai sebuah peringatan. Hal ini 

dimaksudkan agar umat manusia mampu meninggalkan perbuat tersebut dengan 

sempurna. Selain itu penahapan yang diberlakukan terhadap syariat karena Islam 

sangat memperhatikan keselamatan umat manusia dan disesuaikan dengan prinsip 

ajaran Islam.  

Jadi ta’zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak 

ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman ta’zir tidak mempunyai 

batas-batas hukuman tertentu, karena syara‟ hanya menyebutkan sekumpulan 

hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat 
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beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana 

beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara‟.
25

  

Adapun Ruang lingkup jarimah ta‟zir sebagai berikut:  

a) Jarimah hudud, qishas dan diyat yang terdapat syubhat yaitu jarimah yang 

tidak memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsurnya   

b) Percobaan pada jarimah  

c) Jarimah yang ditentukan dalam Al-Qur‟an dan Hadits, tetapi tidak disertai 

ketentuan mengenai sanksi hukumannya.
26

  

Tindakan penyimpangan seksual termasuk anak dibawah umur merupakan 

perbuatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan fitrah Islam. Islam sudah 

mengatur tatacara hubungan seks yang benar, sehingga manusia dapat menahan diri 

untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan.  

E. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam 

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik 

dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis 

baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.
27

 Dalam 

Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, 

karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. 

Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak 

menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya 

saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan 

dengan jalur pernikahan yang sah. 
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Di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal 

ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin 

dinamakan sebagai zina. Mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri misalnya 

hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pelecehan seksual 

terhadap anak dibawah umur dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. 

Perbuatan mendekati zina di sini yakni perbuatan seperti mencium dan meraba-raba, 

meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan. Zina dinyatakan  sebagai perbuatan 

yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat 

yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan 

agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat 

dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman dalam kitab suci 

Al-Qur‟an surat Al-Isra‟ ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut: 

ًاَِإًِهَُِكَاىَِفاَحِشَحًِوَسَاءَِسَثيِلاِ) (٢٣وَلاِذقَْشَتىُاِالضِّ  

Artinya : 

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 

yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa‟: 32) 

Secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata zina-

yazni-zinan yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang,
28

 

secara harfiah, zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda 

disebut overspel.
29
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai 

berikut:  

a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh 

hubungan pernikahan (perkawinan).  

b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan 

seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat 

perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.30  

Jadi perbutan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah 

terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan suami istri 

tanpa perikatan perkawinan adalah perbuatan zina.  

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina. Sayyid Sabiq 

mendefinisikan zina sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab.
31

  

Ibnu Rusyd memberikan definisi secara singkat, padat, dan jelas. Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, 

perbuatan tersebut dikatakan sebagai zina. Menurut Ibnu Rusyd zina adalah setiap 

persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, 

dan bukan pula karena pemilikan.  

Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, 

meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat 

yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan 

hukuman tersebut.
32
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Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, zina adalah aktifitas seksual yang 

melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta 

menetapkan adanya had. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis 

seorang lelaki, sekalipun impoten, non ereksi, berkondom ke dalam lubang vagina 

perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan 

zina itu tidak mengandung unsur bias yang dapat menggugurkan had, serta vagina 

tersebut dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat 

menetapkan adanya had.
33

  

Unsur bias yang dapat menggugurkan had ada tiga macam, pertama, unsur 

bias yang muncul dari subyek pelaku, misalnya pelaku tidak mengetahui larangan 

berzina. Kedua, bias obyek sasaran, misalnya seseorang diduga sebagai istrinya. 

Ketiga, bias prosedur, misalnya pernikahan tanpa wali.
34

  

Menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan zina sebagai “Persetubuhan yang 

dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya 

secara disepakati dengan kesengajaan”.
35

  

Pada hakekatnya definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama adalah:  

a) Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.  

b) Seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah 

suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar 

ikatan pernikahan untuk keduanya.   

                                                           
33

 Wahbah al Zuhaili. 2012. Fiqh Imam Syafi’i, Jld 3, terjemahan. M. Afifi & Abdul Hafiz. 

(Jakarta: Al Mahira). Hal. 260  
34

 Ibid.  
35

 Abdul Qadir Audah. op. cit., hlm. 349  



31  

  

 

 

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat 

terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali 

perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik 

dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama 

persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina 

dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai 

kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. 

Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai 

pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan 

dalam segala keadaan.
36

  

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif 

yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai 

suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. 

Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat 

kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang 

merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu jarimah kesusilaan, sangat sulit 

dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah 

pihak.
37

   

KUHP memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah 

zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang 

memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki 

maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun 
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wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat 

(I) ke. I a dan b: Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas 

pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang 

merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.
38

  

Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di 

Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan 

badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya 

sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia 

tidak mengangap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.  

Kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam Islam pelakunya 

kebanyakan  adalah mereka-mereka yang memiliki umur di atas 40 tahun namun 

mereka juga patuh terhadap agama baik agama Islam maupun agama lain. Sedangkan 

korbannya adalah anak-anak yang usianya masih di bawah mereka. Menurut 

pemikiran mereka anak yang masih di bawah umur tersebut lebih mudah untuk 

dibohongi dan cenderung tidak berani melaporkan atas apa yang mereka perbuat oleh 

anak tersebut. 

Pelaku pelecehan seksual tersebut bisa juga dari lingkungan sekitar korban 

atau orang terdekat korban. Pelakunya tersebut bisa saja melakukan perbuatannya 

tersebut karena memilki traumatis semasa kanak-kanak atau hanya sekedar 

melampiaskan hasrat seksualnya sesaat karena tidak ada penyalur lainnya. 

Akan tetapi, bagaimanapun juga pengalaman traumatis ini bisa menimbulkan 

beban yang sangat mendalam pada jiwa korban. Korban yang biasanya adalah anak-

anak perempuan, umumnya menderita kecemasan yang mendalam karena merasa 

dirinya tidak gadis lagi. Hal ini terkait dengan status kegadisan yang masih dinilai 
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tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain yang bisa timbul dari penyalahgunaan 

seks semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul terutama dengan 

pria dan tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut 

kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi.
39

 

Dalam kasus ini semua pihak juga ikut berperan penting terutama adalah 

orang tua. Sebaiknya orang tua memberikan pendidikan seksual sejak anak usia dini 

baik secara umum maupun secara keislaman. Pendidikan seks tersebut sangat penting 

bagi anak, agar anak tidak menyalahartikan mengenai seksual tersebut serta tidak bisa 

terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik yang ada di sekitar mereka dan agar 

anak bisa menjaga dirinya sendiri dari gangguan orang yang mengancam mereka baik 

dari fisik serta mental mereka.  

Dalam Islam pun juga dianjurkan untuk pendidikan seksual terhadap anak 

sejak usia dini, hal ini bertujuan agar si anak dapat menjaga auratnya sendiri serta 

memiliki moral yang baik pula. 

Oleh karena itu orang tua tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada 

anak-anaknya untuk bergaul kepada orang lain, orang tua tetap mengawasi anak 

mereka agar mereka tidak menjadi korban dari pelecehan seksual yang sekarang ini 

masih marak, baik pelaku orang lain maupun orang terdekat mereka. 

Dengan pengawasan yang baik dan benar serta diberikan pengarahan tentang bahaya 

seksual bebas dan diberikan bekal keimanan yang kuat maka insyallah tidak terjadi 

perilaku yang menyimpang pada anak-anak serta tidak terjadinya pelecehan seksual 

dikalangan anak-anak di bawah umur. 
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Pada dasarnya Islam tidak melarang setiap orang menyalurkan hasrat 

seksualnya namun dalam Islam itu sendiri mengatur beberapa hal yang berkaitan 

tentang kapan, bagaimana serta kepada siapa hasrat seksual tersebut disalurkan. 

Hasrat seksual tersebut dapat disalurkan ketika seorang pasangan antara laki-laki dan 

perempuan tersebut telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Seorang 

suami/istri dapat memenuhi kebutuhan seksualnya hanya kepada pasangan yang telah 

dinikahinya secara sah menurut syariat Islam. Hubungan seksual tersebut harus 

dilakukan dengan cara yang tidak saling menyakiti agar dapat dinikmati oleh 

keduanya.
40

 

Sampai saat ini pelecehan seksual tersebut masih marak dikalangan 

masyarakat baik sesama orang dewasa maupun dengan anak di bawah umur 

sekalipun. Faktor pendorong para pelaku seksual tersebut terkadang dari ekonomi, 

social budaya, serta agamanya yang kurang. Dari ekonominya terkadang karena 

ekonomi yang kurang sehingga mental dari pelaku terganggu dan akhirnya mereka 

melampiaskan dengan melakukan pekerjaan yang haram tersebut, atau karena mereka 

sering melihat video-video atau gambar-gambar pornografi sehingga dengan 

melampiaskan hasrat seksualnya kepada siapa saja yang dianggap lemah. 

Kebanyakan yang menjadi korban seksualnya adalah anak-anak yang masih di 

bawah umur yang menurut mereka anak-anak yang di bawah umur tersebut cenderung 

tidak berani melawan serta mudah sekali untuk dibohongi, sehingga dengan leluasa 

para pelaku tersebut melampiaskan nafsu birahinya, juga kita temukan banyak pelaku 

seksual tersebut juga memiliki agama yang kuat mereka cenderung lebih mengetahui 

agama yang mereka pelajari sehingga mereka dengan mudah membujuk para anak-
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anak yang masih di bawah umur untuk mengiming-iming akan diajari agama-agama 

yang dianutnya, kemudian setelah itu pelakunya tersebut dengan mudah melakukan 

perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut. 

Setiap perbuatan yang melanggar agama Islam tersebut baik yang dilakukan 

kepada orang dewasa maupun kepada anak di bawah umur tersebut menurut Islam 

adalah merupakan perbuatan zina, dan perbuatan zina tersebut mendapat dosa besar 

dan tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Hanya jika orang tersebut mau bertobat 

tidak mengulangi perbuatannya lagi dia akan dijauhi oleh siksa neraka yang dijanjikan 

oleh Allah SWT.  

Jadi pelecehan seksual dalam Islam juga merupakan perbuatan yang dilarang 

oleh agama dan merupakan perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan tersebut 

mendapatkan dosa yang besar pula dan tidak hanya didunia tapi di yaumil akhir juga 

harus di pertanggungjawabkan. 

F. Batas Usia Anak Menurut Hukum Pidana Islam 

Pengertian anak secara umum dipahami oleh masyarakat keturunan kedua 

setelah ayah dan ibu.
41

 Kedudukan anak dalam Islam sangatlah tinggi dan mulia. 

Dalam pandangan Islam, anak juga dipandang sebagai amanah tuhan yang maha esa 

yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah sudah seharusnya mempunyai 

hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan.
42

 

Adapun ukuran seorang anak dapat dikatakan sudah baligh apabila pada 

dirinya sudah ada salah satu dari sifat di bawah ini yaitu:  

a. Telah sampai berumur 15 tahun  
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b. Telah keluar mani bagi anak laki-laki  

c. Telah keluar darah kotor (haidh) bagi anak perempuan  

Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasul SAW:
43

 

اتياللِّتيِػوشِتيِحفس,ِػيًِافغ,ِػيِقالِالشافؼىِسضيِاللِّػٌهِ:ِاخثشًاِسفياىِتيِػييٌح,ِػيِػثذِ  

ػاِمِاحذِواًاِاتيِاستغِػششجِفشدًى,ِوػشضدِػليهِػاِمِالخٌذقصِمِِػوشِقال:ِػشضدِػلىِالٌثى   

اِفشقِتييِالزسيح:ِهزواًاِاتيِخوسِػششجِفاجاصًى,ِقالًِافغ:ِفحذثدِتهِػوشِتيِػثذِالؼضيضِفقالِػوش  

.,ِثنِكرةِالىِػواله:ِاىِيفشضىاِلاتيِخوسِػششجِفىِالوقاذلح,ِولاتيِاستغِػششجِفىِالزسيحوالوقاذلحِ  

Artinya : 

“Imam Syafi’I berkata: kami di kabarkan oleh sufyan ibn Uyaynah, dari Abdillah ibn 

Umar ibn Hafshin dari Nafi dari ibn Umar, berkata aku mendatangi (untuk ikut 

perang) Nabi SAW pada tahun Uhud, dan aku ketika itu berusia empat belas tahun 

maka Rasulullah menolakku, kemudian aku mendatangi Rasulullah kembali pada 

tahun Khandak, dan usiaku sudah lima belas tahun, maka Rasulullah membolehkan 

aku untuk berperang, Nafi berkata aku menceritakan hal itu kepada Umar ibn Abdil 

Aziz, maka Umar berkata ini lah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa 

(dalam hal peperangan) kemudian Umar mewajibkan kepada pekerjanya agar 

mereka mewajibkan anak-anak mereka untuk turut berperang pada usia lima belas 

tahun, dan sedangkan pada usia empat belas tahun mereka termasuk anak-anak.”  

Ijma‟ ulama sepakat usia baligh itu pada usia lima belas tahun. Namun, 

beberapa ulama berpendapat mengenai usia baligh pada laki-laki dan perempuan yang 

belum ada tanda-tanda bermimpi keluarnya mani (Ihtilam) dan haid, yaitu:
44
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a) Menurut Imam Malik ada tiga pendapat: pada usia tujuh belas tahun, delapan 

belas tahun dan lima belas tahun 

b) Menurut Imam Abu Hanifah ada dua pendapat: pada usia delapan belas tahun 

dan tujuh belas tahun bagi seorang budak 

c) Sedangkan menurut Imam Abu Daud Azh-Zhahiri beserta para sahabatnya 

berpendapat bawa tidak ada batas usia yang pasti mengenai batasan usia baligh. 

Mernurut para fuqaha, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak ia  

berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap 

telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia 

delapan belas tahun; menurut suatu riwayat sembilan belas tahun bagi laki-laki dan 

tujuh belas tahun bagi perempuan. pendapat popular dalam Mazhab Maliki sejalan 

dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas 

tahun dan menurut sebagian yang lain sembilan belas tahun.
45
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

  Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan object pembahasan 

dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.
46

 

Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-komparatif.  Deskriptif 

artinya penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang  Formulasi Pelecehan 

Seksual Dalam Perspektif  Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. 

Sedangkan komparatif artinya penelitian ini dilakukan dengan membandingkan sesuai 

permasalahan yang dibahas baik didalam hukum pidana positif dan hukum pidana 

Islam, sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaannya. 

b. Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian 

hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari 

kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan 

hukum.
47

 Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar 
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yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.
48

 Dalam bahan 

hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder. 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya  

mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari: 

Hukum Pidana Positif 

1. Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 perbaharuan dari Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Hukum Pidana Islam  

1. Kitab Fiqih 

b) Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
49

 Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku umum, tafsir, kita-kitab, jurnal, dokumen-dokumen dan referensi lainnya  

yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil karya dari kalangan hukum, internet. 

c) Bahan hukum tersier  

  Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus 

(hukum) dan lain-lain.
50
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c. Spesifikasi Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka penulis dalam 

skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat komparatif. Penelitian 

yang bersifat komparatif bertujuan untuk membandingkan tentang pokok 

permasalahan yang dikaji dalam pembahasan ini. Penelitian komparatif adalah sejenis 

penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-

akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya 

suatu fenomena tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan 

dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti 

berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Oleh karena itu dari permasalahan yang 

dikaji didalam skripsi ini tidak akan jauh dari literatur-literatur yang sudah sudah 

ditetapkan baik didalam hukum positif maupun didalam hukum Islam. 

d. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan 

perundang-undangan atau (statute approach), pendekatan perundang-undangan adalah 

pendekatan yang di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.
51

 

Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil al-

Qur‟an dan hadiś sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.  
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e. Metode Analisa Penelitian 

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, 

mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu 

kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang sedang diteliti dan di bahas.
52

 

Metode analisia penelitian dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil 

data tersebut disusun secara teratur dan sistematis. 

Dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, penulis menggunakan 

metode deduktif,  yakni menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta 

atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus 

mengenai formulasi pelecehan seksual dalam perspektif  hukum positif dan hukum 

pidana Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam 

kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut :  

a. Pelecehan seksual secara umum diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku Kedua 

tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 s/d 303 

bis; 506), Pelecehan seksual secara umum. Bersetubuh dengan wanita di bawah 

umur padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya 

belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya 

untuk dikawin. Hal ini dirumuskan pada pasal 287 KUHP. Pelecehan seksual 

bersetubuh dengan wanita di bawah umur padahal diketahuinya atau sepatutnya 

harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dan 

korban mengakibatkan luka-luka. Hal ini dirumuskan pada Pasal 288 KUHP. 

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah 

pelecehan seksual. KUHP, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur 

dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. istilah perbuatan cabul 

dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain 

yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Dalam 

pengertian tersebut berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar 

kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Persepsi 

terhadap kata “cabul” tidak di muat dalam KUHP.  Kamus Besar Bahasa 

110 
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Indonesia memuat artinya sebagai berikut: “Keji dan kotor, tidak senonoh 

(melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai pelecehan seksual dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain. Hal ini dirumuskan pada pasal  76D. Perlu 

diketahui pula bahwa dalam pasal tersebut sudah jelas yang melakukan pelecehan 

seksual adalah orang yang sudah dewasa dan yang jadi korbannya adalah anak 

dibawah umur. Menegenai perbuatan tesebut baik yang melakukan laki-laki 

dewasa maupun perempuan dewasa kepada anak dibawah umur dapat dipidana 

berdasarkan pasal ini, karena dalam pasal tersebut tidak menyebutkan pelakunya 

laki-laki atau perempuan yang pasti pelakunya sudah dewasa. Pelecehan seksual 

dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, jika memang perbuatan yang 

dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang 

diawali dengan rayuan terlebih dahulu. Hal ini dirumuskan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 76E. Dalam pasal 

tersebut terdapat beberapa unsur tindak pidana yang menjerat pelaku pelecehan 

seksual terhadap anak dibawah umur. 

a) Melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

b) Memaksa korban untuk berbuat cabul, 

c) Melakukan tipu muslihat, dan 

d) Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan hukuman atas 
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perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No 35 tahun 

2014.    

Dalam Hukum Islam tindak pidana pelecehan seksual, seperti pencabulan 

merupakan jarimah ta‟zir, karena dalam hal ini jarimah pelecehan seksual 

terhadap anak dibawah umur tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadist 

sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah tersebut menyangkut 

kehormatan dan kerusakan akhlak. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah 

umur dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.  Perbuatan mendekati 

zina di sini yakni perbuatan seperti mencium dan meraba-raba, meskipun 

dilakukan dengan tidak ada paksaan. Dalam hal ini, mendekati zina pun dihukumi 

haram. Sebagaimana yang dirumuskan dalam kitab suci Al-Qur‟an surat Al-Isra‟ 

ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:  

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”  (Q.S. Al-Israa‟: 32) 

Secara umum surah Al-Isra‟ ayat 32 mengandung pesan-pesan sebagai berikut: 

a) Larangan mendekati zina 

b) Zina merupakan perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk 

Disamping itu Rasulullah s.a.w. bersabda:   

 “Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang 

perempuan (yang bukan mahram), karena ketiga adalah setan”. (HR Bukhari 

dan Muslim dari Ibn Abas). Dari rumusan ayat dan hadits tersebut bisa di 

simpulkan bahwa perbuatan zina maupun pelecehan sekual merupakan dosa 

besar yang dilarang keras oleh Allah SWT. 
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b. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan 

perbuatan tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi 

masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang 

telah dilakukan orang tersebut. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan 

dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah:  

a) Melawan perbuatan pidana 

b) Mampu bertanggungjawab  

c) Dengan sengaja atau kealpaan, dan;  

d) Tidak ada alasan pemaaf  

Ada beberapa  faktor yang menghapuskan kesalahan si pelaku yaitu berupa 

alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan apabila  tidak pula terdapat 

faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan si pelaku, 

sehingga si pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau si pelaku 

harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pelecehan seksual 

yang berbentuk kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 

bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 285 diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan didalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 76D. 

Pertanggungjawaban pidana dengan pencabulan diatur didalam KUHP pada Pasal 

289  dan didalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak  Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur 

dalam pasal 76E. Pasal 289 pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang dengan 
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kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dan pasal 76E pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang 

dengan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan 

pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, jika seseorang 

belum mencapai umur pada mukallaf atau belum baligh maka hukum tidak 

membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum 

terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap 

orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti 

mabuk karena meminum minuman khamar atau minuman yang memabukkan 

lainnya.   

Dapat dianggap adanya pertanggungjawaban pidana, jika seseorang itu 

memenuhi tiga syarat, yaitu;  

a) Adanya perbuatan terlarang,  

b) Mempunyai keinginan dan kemauan, dan  

c) Mengetahui akibatnya.  

Namun jika tidak terdapat ketiga hal tersebut dinyatakan tidak ada 

peertanggungjawaban baginya, pembebasan ini di dukung oleh dalil Hadits.   

"Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari 

orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa."  

Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur hukuman yang harus 

dipertanggungjawabkan itu  berbentuk jarimah ta’zir karena berkaitan dengan 
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kehormatan. Dalam hukum Islam ada empat macam sebab yang dapat 

menghapuskan hukuman. 

1) Karena paksaan (Al-Ikrah) 

2) Mabuk (As-Syukru) 

3) Gila (Al-Junun) 

4) Dibawah umur (Sikhrus Sinni) 

Dalam hukum Islam tanggungjawab pidana terdiri dari dua unsur, yaitu 

mempunyai kekuatan berpikir dan mempunyai pilihan.   

c. Didalam KUHP pelaku pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan 

denda sesuai di dalam KUHP Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang 

dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak 

korban adalah anak dibawah umur diatur dalam pasal 287-288, pencabulan pasal 

289-294  dan Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan 

oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah 

anak di bawah umur diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 undang-undang nomor 35 

tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang pencabulan. Mengenai perbuatan 

pelecehan seksual/kejahatan seksual, masalah jender, pelanggaran ini sangat erat 

kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang 

dan cenderung merupakan kekerasan fisik. Dalam perspektif hukum pidana Islam 

sendiri bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta’zir karena 

berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara 

spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan 

seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Hukuman ta’zir 

bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah 
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maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta’zir para ulama berbeda pendapat. 

Dikalangan ulama‟ Syafi‟iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah 

hukuman jilid dalam hukuman ta’zir tidak boleh melebihi 10 kali, berdasarkan 

hadits Rasulullah S.A.W: 

“Seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambuk kecuali dalam 

salah satu dari had Allah SWT.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah).  

Sedangkan dikalangan ulama‟ Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid 

boleh melebihi had selama mengandung maslahat. 

Dalam mazhab Hanafiyah hukuman ta‟zir tidak boleh melebihi batas hukuman 

had. Hal ini berdasarkan hadits:  

“Barang siapa memberi hukuman mencapai batas had pada selain jarimah 

hudud, maka ia termasuk orang yang melampaui batas” (HR. al-Baihaqi dari 

Nu‟am bin Basyir dan al-Dhahak).  

Meskipun dalam penerapannya mereka berbeda pendapat. Abu Hanifah 

(misalnya) berpendapat tidak boleh lebih dari 39 kali jilid, mengingat bahwa jilid 

bagi peminum khamr adalah 40 kali jilid. sedangkan Abu Yusuf berpendapat 

bahwa maksimal jumlah jilid dalam ta‟zir adalah 79 kali, mengingat jumlah jilid 

bagi penuduh zina adalah 80 kali jilid. 

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah 

ta’zir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:  

a) Menurut ulama‟ Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang 

prefentif dan represif bagi semua umat.  

b) Ulama‟ lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.  

c) Ulama‟ lain juga berpendapat hukuman jilid terendah 3 (tiga) kali.  
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d) Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat 

ditentukan. 

Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.  

Selain hukuman pokok berupa hukuman jilid, pelaku jarimah ta’zir juga dapat 

dikenakan hukuman tambahan, berupa:  

a) Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan  

b) Dicela  

c) Dikucilkan  

d) Dinasehati  

e) Dipecat dari jabatannya, dan 

f)  Diumumkan kesalahannya. 

 

B. Saran 

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan 

kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran 

sebagai berikut :  

a. Pemerintah atau lembaga penegak hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa 

pelecehan seksual, yaitu dengan membuat atau membentuk Undang-undang 

khusus pelecehan seksual yang dapat diberlakukan bagi pelaku pelecehan. 

b. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan terhadap masalah pelecehan 

seksual terhadap anak serta membatasi pergerakannya. Selain itu ancaman 

hukuman yang berlaku saat ini dirasa kurang memberikan pandangan bahwa 

tindakannya adalah suatu hal yang sangat kejam, maka dari itu diharapkan pada 

pihak terkait dapat memberikan upaya hukum seberat-beratnya mengingat 

http://repository.unej.ac.id/
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meningkatnya tindakan pelecehan seksual beberapa tahun terakhir ini. 

Ditambah lagi sasarannya adalah anak-anak dibawah umur yang  merupakan 

generasi penerus bangsa dan jumlah korbanya tidak sedikit, bahkan bisa sampai 

puluhan orang. Dampak negatif yang ditimbulkan pelaku kepada korban juga 

tidak main-main, sehingga hukuman yang diterapkan harus benar-benar 

memberikan gambaran bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

tindak pidana khusus dan hukumanya tidak hanya memberikan dampak juga 

harus ada unsur pengobatan, agar tidak adanya tindakan residivisme bagi pelaku 

sebelumnya.  

c. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yakni meningkatkan efektifitas 

penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga kekerasan terhadap anak dalam 

hal seksual khususnya, dapat diminimalisir mengingat hakikat anak itu sendiri 

yakni merupakan tunas dan generasi bangsa yang patut dilindungi hak-haknya.  

d. Bagi Orang Tua, yakni:  

a) Menegakkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan 

Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-Undang Nomoar 35 tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak,  

b) Bagi orang tua korban khususnya, yakni memberikan support terhadap 

anak-anaknya, bahwa keadaan yang mereka alami bukan berarti hidup 

mereka berakhir, masih banyak hal-hal indah yang akan mereka raih. Dan 

terus memberikan motivasi, sehingga mereka dapat memulihkan 

kepercayaan diri mereka dan dapat tumbuh seperti layaknya anak normal 

lainnya.  
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Adapun saran-saran penulis terkait sanksi tindak pidana pelecehan seksual 

secara umum dan khususnya terhadap anak dibawah umur dalam perspektif 

hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:  

a. Untuk dapat menghindari dari perbuatan pelecehan seksual hendaknya setiap 

individu memulai dari diri sendiri, dapat dicegah dari hal sekecil apapun. 

b. Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak dalam 

pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang 

membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana pemerkosaan 

maupun tindak pidana lainnya terhadap anak. Sebagai orang tua harus merawat 

dan melindunggi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpannya, 

Dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar 

tertanam pada dirinya agar ia menjadi seorang yang baik dan tidak akan 

melakukan perbuatan kejahatan. harus juga bagi para kedua orang tua agar 

memberikan pendidikan yang cukup, terutama lebih ditekankan kepada 

pendidikan yang bernuansa agama. 

c. Untuk masyarakat agar lebih menyadari bahwa landasan hukum yang berlaku di 

dunia dan akhirat untuk umat Islam adalah Al-Quran Dan As-Sunnah. Terutama 

untuk orang tua agar lebih memperhatikan dan menjaga anaknya agar terhindar 

dari tindakan yang merugikan. Hak anak-anak juga harus selalu diutamakan 

oleh orang tua agar masa depannya lebih terjamin dan bisa menjadi pribadi yang 

baik kelak. Nasihat-nasihat yang membangun juga menjadi faktor pertumbuhan 

dan menghindarkannya dari perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan 

peringatan yang diberikan.    
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